
: Surat Keputusan Bupari Kepala Daerah Tingka t 
II Rembang bersama Administratur Perum Perhu­ 
tani Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Man­ 
tingan dan Administratur Perum Perbutani Kepala 
Kesaruan Pernangkuan H utan Kcbonbarjo tanggal 
9-12-1974 No. Ek.B. ~6ll;SK./P.P./74. No. 
69/Perum Perhutani r Mtn ciao No. 265/Perum 
Perhutani / Kdh., tentang idzin penebangan pohon 
jati dan atau pohon - pchon jenis lainnya. 

1. bahwa pada akhir - akhir ini ternyata terdapat 
peningkatan penebangas poho a jati dan atau 
pohon jenis- jenis lainnya yang berfungsi seba­ 
gai pelindung tanah atau sumber air ; 

2. bahwa dalarn usaha peningkatan penyuburan 
dan pengawetan tanah, Pemerintah sedang giat 
untuk melakukan usaha penghijauan, sebingga 
setiap bentuk usaha perusak an dan atau pene­ 
bangan pohon jati maupun pohon -pohon jenis 
lainnya, baik pohon -pohon milik rakyat mau­ 
pun milik desa perlu dicegah sebelum nyata­ 
nyata ada -usaha peremzjaan atau tanaman 
sebagai peaggantinya ; 

Menimbang 

' ... 

BUPATJ KEPALA OAERAH TING KAT 11 REM BANG 

Membaca 

PERATURAN DAERAH TINGKAT lI REMBANG 
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TENTA~G: 
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• 

KABUPATEi'i - RE~1BANG 

LEMBARAN 

... 



Dalam Perarurcn Da erah ini yang dirnaksuc dengan : 

A. (I) Daerah adalsh Kabupate n Daerah Tingkat II Rembang: 

Pa s a l 

KETENTUAN - UMUM 

B A B ~ 
• 

PE~A..TURAN DAERA'.{ TINGK-\T It RE\~- .. 
BA:s;G TENTAi'<G PENERTlaA:--: Pi::'\E}j-\:--G­ 
A~, DAN PE~JUALAN POHO:,.i DA~ K...\YL'. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

3. b ihwa dengan ··banyaknya penebangan pohoc - 
~.:·hon jati atau pohon= pohcu jenis Iainny.; 
:::::ik ra k yat arau milik desa akaa me mbe ri 

;.:!5<!!1lp3tc.::i r enyelewengan kayu jati atau kayu 
1= nis lai 1, nye yaog diperolch I dibeli dari pensc -v 

n an kc yu hut an / kayu pelinduog; 

..;. bz hwa untuk mengatur dan raenertibkan pene - _ 
bangs n pohon dan jual beli kayu jati ds n · 
k ayu -kayu jenis laianya bait milik rakyat v 
n.aupun m lik desa perlu divtur dala:n Feratura n 
Dae.ah scbagai landasan Hukum : 

!. Undang= undang No mor 5 tahun I-:J74 te ntan g 
P okok - po kok Perner in tab an di Daer ah · 

.., Lndangv uudang Darurat No. 12 iahua 19:57 
tentang Retribusi Daerah : 

J. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daera h 
Tingkat I Jawa Tengab tanggal 7-9- t,7: .\0. 
Hukum 6'J/]/2 tentang perernajaan hura n ; 

-l Surat Inspektorat Daerah Propinsi Daeraa Tic;-• ' 
.k-:t I Jawa Tea gab tanggal 2-4 Juni 19:- 5 :'s 0. • 
Ird-1. J 7 I 17 / 7 5, tea tang pungutan incorne d , n. 
usahz - usaha sebagai sumber Pendapa te a D-==­ 
rah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daeraz Kabuparen 
Daerah Tingkat 11 Rembang, 

Mengingat 

\. 
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Kayu jati a tau kayu • kayu jenis lainnya yang akan dijual beli­ 
kan dan atau diangkut I dibawa keluar Kabupaten Daerah 
Tingkat II Rem bang barus betul- betul berasal dari penebang­ 
an yang telah meodapat idzin tersebut pasal 2 ayat I diatas ; 

Pohon jati dan pohon lainnya seperti tersebut bab I pasal I 
huruf B. (L) yang akan ditebang dan kayunya dijual belikan 
dan a tau diangkut / dibawa keluar Kabupateo Daerah Tingkat 
II Rembang harus diperiksa terlebih dahulu oleh suatu Team 
( Komisi ) Peneliti yang terdiri dari Tri tunggal Kecamatan 

. t 

Asisten Perum Perhutani dan Kepala Desa seternpat ; 

(1) Untuk menebang pohon jau stau pohon - po hon jenis lainnya 
kayunya akan dijual belikan dan atau diangkut/ dibawa keluar 
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembaog, harus mendapat idzin 

, tertulis dari Bupati Kepala Daerah ; 

Pasal 2 

IOZJN • PENEBANGAN 

BAB H 

(2) Bupati Kepala Daerah adalab Bupati Kepala Daerah Ting­ 
kat 11 Rembang ; 

(3) Adrninistratur Perhutani, ada!ah Kcpala Kesatuan Pcmang­ 
kuan Hutan Mantingan dan Kepala Kesatuan Pemangkuaa 
Hutan Kebonharjo ; 

(4) Camat adalah Camat Kepala Wilayah Kecamatao setempat 
dalam Kabupaten Daerah Tingkat H Rembang ; 

(5) Kepala Desa adalah Kepala Desa setempat didalam wileyah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang. 

B. (1) Pobon, ialah pobon jati atau pohon Jain yang sejenis yang 
ditanam diatas tanah perorangan I Negara I Desa didalam 
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat l[ Rembang, 

(2; Kayu, ialah kayu jati atau kayu lain yang sejenis asal 
dari penebangan pohon - pohon terse but huruf B. (l) diatas 
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1. 

Pasal 4 
(1) Setiap permohonan idzin . penebvngan po hon tercantum B 1 b . I 

- Pasal 1 huruf B. l 'pcmohon diwajibkan membayar biaya ad­ 
ministrasi sebesar Rp 500,- ( lima ratus rupiah ) untuk setiarf 
permohonao. · 

(2) Bagi setiap permohonan yang disetujui Cdiidiiokao) pernbeli J. 
peogangkut I pembawa kayu diwajibkan membayar Dana Peng­ 
hijauan sebesar 20% dari harga kayu milik rakyat dan 30% 
dari harga kayu milik Desa, 

(3) Penebaagan pohoo milik rakyat yang tidak akan dijnal belikan 
dan benar - benar akan dipergunakan · sendiri oleh perniliknya 
tidak dikenakaa dana penghijauan. Pernilik diharuskan/diwajib­ 
kan mentaati ketentuan dalam pasal 3 ayat 2 peraturan daerah 
ini. Idyin. penebangan diberikan dari Camat setempat. 

BIAY.\ 

BAB Ill 

Pas al 3 

(1) Untuk mendapatan idzin penebangan, pemilik pohoo sekur ang­ 
kurangnya 15 hari sebelum pelaksanaan penebangan haru/ 
sudah mengajukan permohonan idzm tertulis yang dilegalisir • 
oleh Camat dan Bupati Kepala Daerah lewat Administratur 
Perurnr Perhutani, de-igan disertai bukti hak milik atau surat 
keteangan sebazai pernilik dari Kepala Desa yang disahkan oleh 

· Ca mat setempat. · 

(2) Jika pobon-pohon yang akan ditebaog itu milik desa, maka 
permohonao idzio harus dilampiri dengao keputusan rembug 
desa yang telah mendapat pengesahan dari Bupati Kepa1a 
Daerah ; 

(3) Po hon -pohon yang akan ditebang harus sudab nys ta - nyata. 
ada usaha peremajaan sebagai pengganti dengao pohon - pohon _ 
baru sekurang - kurangnya berumur 1 tahun, 

(4) Kayu- kayu yang tel ah diperiksa Team ( Komisi) Peneliti harus 
s'egera diberi tanda pemeriksaan oleh Perum Perhutani yang 
bersangkutan. 
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Dis rhcan oleh 

Gubernur Kepala Daerah Tingka t 
Jawa - Tengah 

dengan surat keputusan tanggal . 

No ..... -············ 

• 
.. (JAGI GITOEl ( DRS. SOEHARJONO) 

.'-IIP. OL,0128~2 
• 

t t d . 
t t d 

Ketua, 

Bupati Ke oa'a D3er3h Iinaka t II 

q!:M3ANG 

Dewan ?erwai:ilan Rakyat Daerah 
Ka_bupHen Daerah Tingkat II 

REM BANG 

Rembang, I Nopernber 1977 .. 

(2. Pera tu ran Daerah ioi dapat disebut Perarnran Daerah ten tang 
Penertiban dan Penebangan Pohon dan Kayu. dan mulai ber- 

l • laku pada hari pertarna sesud sh h ari peugua danganuya. 

Pasal 5 

(1) Penebangan pohou-pohon tercantum Bab. I pasal 1 huruf B. l 
tidak dibenarkan dan pelanggaran terhadap ketentuan tcrsebut 
diatas diremkan hukuman kurungan selama-Iamanya __ 3 bu Ian 
atau denda setinggi- tingginya Rp 30.000, - ( tig s puluh ribu 
rupiah); 

KETENTUAN·PENUTUP 

BAS IV 

( 4) Di I oar ketentnan tersebut Bab. 11( pasal 4 ayat ( l sarn pa i 
deogan '3) peraturan daer ah ini tidak dibeaark m dan dilarang 
mengadakan pungutan - pungutan lain. 
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( SOEMOJO HADIWINOTO SH) 

Nip. 500030:}37 

t t d. 

'J 

Diundangkao dalam Lembaran Daerah Ting­ 
l::at II Rembang No. 2 Seri B. Tahuo 1979 
tanggal 15 Januari 1979 berdasar pasal 69 
ayat (1) dan tz) Undaug- No. 5 Tahunl974 
jo. Pasal 12 ayat (5) Undang-undaog Daru­ 
rat No. 12 Tahun 1957. 

Sekretaris Wilayah / Daerah 
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